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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelayanan 

penerbitan Surat Keterangan Asal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pegawai Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Fasilitasi Ekspor dan 

Impor. Teknik pengumplan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan penerbitan Surat 

Keterangan Asal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY telah 

memenuhi prinsip-prinsip manajemen pelayanan dengan mengunakan sistem 

terbuka. Dapat diketahui bahwa prosedur pelayanan dimulai dari verifikasi 

softcopy dokumen melalui sistem e-SKA, Verifikasi hardcopy oleh petugas 

pelayanan, penandatangan dokumen, pemberian stempel instansi penerbit surat 

keterangan asal oleh pejabat penerbit surat keterangan, dan kemudian penerbitan 

Surat Keterangan Asal  ke sistem e-SKA milik Kementerian Perdagangan 

Indonesia.  

 

Kata Kunci : Surat Keterangan Asal, pelayanan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan membuat dunia 

semakin menyatu dan mengecil. Kemajuan komunikasi dan transformasi, 

telah memberikan kontribusi dan ikut mematangkan iklim yang kondusif 

terhadap hubungan ekonomi internasional. Semula, hubungan ekonomi 

internasional hanya diwarnai oleh pertukaran barang, kemudian migrasi 

sumber daya manusia, transaksi jasa lintas perbatasan dan kemudian arus 

modal dan pembiayaan antar Negara semakin berperan dalam percaturan 

ekonomi internasional.  

Fenomena tersebut tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari yang lain, 

namun lalu lintas barang dan pertukaran sumber daya internasional, jasa dan 

modal adalah saling berkaitan (dan tali temali) dan terdapat ketergantungan 

satu sama lain, salah satu kegiatan ekonomi tersebut adalah perdagangan 

internasional, yaitu kegiatan pertukaran barang  yang melewati batas 

wilayah suatu negara (Gunadi, 1997: 1-2). Perdagangan internasional, baik 

dalam tingkat bilateral, regional maupun multirateral dapat dilihat 

bahwasanya akan timbul satu aktivitas yang disebut ekspor-impor.  

Dalam kegiatan ini, terlihat bahwa satu Negara tidak mungkin dapat 

memenuhi kebutuhannya sendiri, suatu Negara tentunya akan mempunyai 
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satu ketergantungan atas produk atau komoditi tertentu dari Negara lain 

(Amir MS, 1997: 105),  walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan dari 

perdagangan internasional tersebut untuk mendapatkan produk atau 

komoditi yang mempunyai kualitas yang lebih baik dan harga  yang lebih 

terjangkau. Salah satu dampak dari adanya perdagangan internasional 

adalah adanya investasi, utamanya investasi dari Negara maju ke Negara 

berkembang seperti Indonesia. Adanya investasi selain dapat 

mengoptimalkan kapasitas produk nasional dan kesempatan kerja,  juga 

untuk memperkenalkan produk dan metode baru. Kelengkapan investasi 

dengan Sumber Daya Manusia dan teknologi yang berkualitas dan 

berpengalaman, dapat ikut meningkatkan kualitas dan pengalaman sumber 

daya domestik. Selain itu investasi yang dilakukan perusahaan multinasional 

dengan  strategi aliansinya dapat memperluas dan memperbesar akses 

Negara tersebut terhadap pasar internasional.  

Akses tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor dan 

perolehan  devisa Negara (Gunadi, 1997: 3). Kegiatan ekspor yang 

memberikan kontribusi terhadap devisa Negara adalah kegiatan 

mengeluarkan barang dari daerah kepabeanan sesuai peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku, karenanya kegiatan ekspor berbeda 

dengan kegiatan perdagangan dalam Negeri. Kegiatan ekspor lebih sulit, hal 

ini dikarenakan antara penjual dan pembeli terpisah oleh  jarak yang jauh, 

sehigga dalam proses pengangkutannya harus melalui berbagai macam 

peraturan, utamanya peraturan kepabeanan yang dikeluarkan oleh Negara, 
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bersangkutan, perbedaan bahasa yang sering menghambat komunikasi serta 

perbedaan ukuran takaran dan timbangan dari masing-masing Negara (Amir 

MS, 2000: 4). Oleh karenanya tidak semua orang atau perusahaan bisa 

mengekspor barang atau komoditi yang di produksinya, karena orang atau 

perusahaan yang akan melakukan ekspor harus memenuhi persyaratan 

tertentu yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.  

Selain itu eksportir harus mengetahui prosedur-prosedur ekspor yang 

benar, ketentuan-ketentuan umum dalam ekspor dan dokumen-dokumen apa 

saja yang diperlukan. Salah satu jenis dokumen yang ada adalah Certificate 

of Origin (CCO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) yang merupakan 

dokumen tentang pernyataan dari mana barang tersebut berasal. SKA ini 

penting artinya untuk memperoleh fasilitas bea masuk maupun sebagai alat 

perhitungan quota di Negara tujuan, atau untuk mencegah masuknya barang 

dari Negara terlarang. Jenis SKA ini sendiri yaitu: SKA preferensi dan SKA 

non preferensi. Maka untuk lebih mengetahui tentang seluk beluk dan tata 

cara dalam memperoleh SKA,  penulis memilih judul, “ Prosedur 

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Di Dinas 

Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Daerah  Istimewa 

Yogyakarta ” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

“Bagaimana Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal 

(SKA) Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi DIY?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

“Untuk mengetahui Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan 

Asal (SKA) Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi DIY” 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

a. Menambah wawasan dalam bidang pelayanan Surat Keterangan 

Asal pada bagian fasilitasi Ekspor dan Impor Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY. 

b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Tugas Akhir di jenjang 

Diploma III. 

c. Menambah pengetahuan dan melatih penelitian dalam membuat 

karya ilmiah berfikir logis serta objektif dalam menyelesaikan 

suatu masalah. 
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2. Bagi Instansi 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian 

lebih lanjut tentang prosedur pelayanan penerbitan Surat 

Keterangan Asal pada Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY. 

b. Penelitian ini memberikan manfaat dalam prosedur pelayanan 

penerbitan Surat Keterangan Asal baik Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi DIY maupun instansi lainnya. 

3. Bagi Akademi Manajemen Aministrasi YPK Yogyakarta 

a. Hasil penulisan ini diharapkan menjadi bahan informasi dan 

pengetahuan mengenai Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat 

Keterangan Asal Pada Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal 

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi DIY. 

b. Sebagai bahan acuan dalam pembuatan Tugas Akhir mahasiswa 

Akademi Manajemen berikutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

A. Prosedur 

1. Pengertian Prosedur 

Secara singkat prosedur dapat dimaknai sebagai peraturan. 

Lengkapnya Prosedur adalah aturan dalam bermain, bekerjasama, 

berkoordinasi sehingga unit-unit dalam suatu sistem dapat berinteraksi 

secara efisien dan efektif. Makna lain diungkapkan dalam bidang 

manajemen, prosedur dimaknai sebagai langkah-langkh atau tahapan 

serta urutan pekerjaan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. 

Jadi prosedur lebih menekankan pada sebuah tahapan atau urutan yang 

sistematis sehingga bisa tercapai suatu hasil yang maksimal. 

Selain pengertian yang dilihat secara singkat dan umum diatas, 

masih ada lagi beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. 

Menurut Suharsimi (2000) “Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas 

yang saling berhubungan berupa urutan waktu dan tata cara tertentu 

untuk melaksanakan pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang”.  

Menurut Ali (2000) “Prosedur adalah tata cara dalam menjalankan suatu 

pekerjaan”. Menurut Kamarudin (1992) “Prosedur adalah suatu susunan 

teratur sebuah kegiatan yang berhubungan satu dengan lainnya dan 

prosedur-prosedur yang berkaitan memudahkan dan melaksanakan 

kegiatan utama dari suatu organisasi”. Sedangkan, menurut Baridan 
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(1990) “Prosedur merupakan urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan 

beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin 

adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang sering terjadi”. 

Definisi Prosedur menurut Wijaja (1995) “Proedur adalah 

sekumpulan bagian yang saling berkaitan”. Menurut Mulyadi (2001) 

“Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam sebuah organisasi, dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-

ulang”. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan 

yang dimaksut dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan 

untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola 

kerja yang tetap yang telah ditentukan. 

 

2. Prosedur Tertulis 

Prosedur kerja dalam setiap kantor hendaknya: 

a. Bersifat formal, proses tersebut diakui oleh semua orang dalam 

organisasi 

b. Tertulis 

c. Prosedur hendaknya selalu terbarui, selalu uptodate dengan 

perkembangan organisasi yang aktif dan dinamis 

Pada dasarnya masih terdapat kantor yang hanya membuat prosedur 

kerja secara lisan dan tidak menganggap perlu untuk membuat prosedur 
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tersebut dalam bentuk tulisan. Hal ini mengakibatkan terjadinya 

miscommunication atau misunderstanding yang disebabkan oleh 

perbedaan presepsi antara perancang prosedur dengan pelaksana prosedur 

tersebut, atau antara pelaksana prosedur itu sendiri. Koordinasi kerja 

menjadi lebih sulit sehingga pencapaian tujuan akan terhambat. Oleh 

karena itu, prosedur kerja sebaiknya dibuat secara tertulis agar tercipta 

komunikasi yang singkron, terutama bagi pihak-pihak level bahwa yang 

lebih memerlukan pedoman tertulis sebagai patokan dalam bertindak. 

Dalam organisasi, agar kinerja individu yang bekerja sama dalam 

suatu kelompok efektif, maka tugas yang penting bagi atasan adalah 

mengetahui bahwa individu-individu tersebut memahami tujuan yang 

hendak dicapai serta mengerti bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. 

Semakin jelas prosedur kerja maka bawahan semakin mengerti apa yang 

seharusnya dikerjakan dan dicapai. 

Menurut Moekijat (1995) “Prosedur perkantoran ditulis dalam 

bentuk pedoman kantor, daftar tugas atau dalam formulir lepas. Didalam 

buku pedoman kantor tersebut dimuat intruksi-intruksi tertulis mengenai 

apa yang harus dilakukan, bagaimana pekerjaan dilakukan, bilamana 

pekerjaan dilakukan, dimana pekerjaan dilakukan, dan memberi 

informasi tentang sistem yang membantu organisasi”. 
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3. Manfaat Prosedur Tertulis 

Prosedur tertulis sangat bermanfaat bagi tingkat manajerial maupun 

non-manajerial dalam melaksanakan fungsi manajemen pada setiap 

bagian atau devisi. Manfaat prosedur tertulis adalah: 

a. Planing-controling 

1) Mempermudah dalam pencapaian tujuan. 

2) Merencanakan secara seksama mengenai besarnya beban kerja 

yang optimal bagi masing-masing pegawai. 

3) Menghindari pemborosan atau memudahkan penghematan 

biaya. 

4) Mempermudah pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal yang 

seharusnya dilakukan dan yang sudah dilakukan, menilai apakah 

pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. 

b. Organizing 

1) Mendapatkan instruksi kerja yang dapat dimengerti oleh 

bawahan mengenai bagaimana tanggung jawab setiap prosedur 

pada masing-masing bagian atau devisi dan bagaimana proses 

penyelesaian suatu pekerjaan. 

2) Dihubungkan dengan alat-alat yang mendukung pekerjaan 

kantor serta dokumen kantor yang diperlukan. 

3) Mengakibatkan arus pekerjaan kantor menjadi lebih baik dan 

lebih lancar serta menciptakan konsistensi kerja. 
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c. Staffing-leading 

1) Membantu atasan dalam memberikan training bagi pegawai baru 

dan pegawai lama. Prosedur mempermudah orientasi bagi 

pegawai baru. Sedangkan bagi pegawai lama training juga 

diperlukan apabila pegawai lama harus menyesuaikan diri 

dengan metode dan teknologi yang baru, atau mendapat tugas 

baru yang masih asing sama sekali. Dengan demikian pegawai 

akan terbiasa dengan prosedur-prosedur yang baku dalam suatu 

pekerjaan rutin di kantor yang berisi tentang cara kerja dan 

kaitannya dengan tugas lain. 

2) Atasan perlu mengadakan conselling bagi bawahan yang bekerja 

tidak sesuai prosedur. Penyebab ketidak sesuaian harus 

diketahui dan atasan dapat memberikan pengarahan yang dapat 

memotivasi pegawai agar mau memberikan kontribusi yang 

maksimal bagi kantor. 

d. Coordination   

1) Menciptakan koordinasi yang harmonis bagi tiap departemen 

dan antar departemen. 

2) Menetapkan dan membedakan antara prosedur rutin dan 

prosedur independen. 
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4. Informasi dalam Membuat Prosedur 

  Sebelum membuat prosedur kerja yang baru, kantor perlu merevisi 

atau memperbarui prosedur kerja yang ada sebelumnya. Dalam hal ini 

kantor perlu mengetahui informasi-informasi penting yaitu: 

a. Tujuan 

   Sebelum membuat prosedur yang baru, maka perlu diketahui 

tujuan utama penulis prosedur yang akan dibuat. Misalnya, tujuan 

pengendalian atau tujuan efisiensi. 

b. Dokumen (surat/formulir/laporan) yang diperlukan 

1) Nama dan jumlah 

2) Sumber/asal 

3) Tembusan/rangkap 

4) Penanggung jawab 

5) Waktu untuk memperoleh data dan melengkapi dokumen 

c. Alat/mesin/fasilitas yang diperlukan 

1) Apa dan berapa 

2) Dimana tempat memperoleh alat/mesin/fasilitas tersebut? 

3) Siapa penanggung jawaab terhadap alat/mesin/fasilitas tersebut? 

d. Orang/bagian/departemen yang diperlukan 

1) Siapa dan berapa orang/bagian/departemen yang melaksanakan 

suatu prosedur? 

2) Siapa dan berapa orang/bagian/departemen yang mengawasi 

pelaksanaan dan pengendalian prosedur? 
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3) Siapa dan berapa orang/bagian/departemen yang tertib dalam 

aliran atau aliran dokumen? 

4) Perlukah memberikan pelatihan atau pengarahan tentang prosedur 

yang baru? 

e. Metode penulisan prosedur yang akan digunakan 

1) Metode apa yang memudahkan pemahaman para pelaksana? 

2) Metode apa yang memudahkan pengawasan dan pengendalian 

prosedur? 

 

5.  Metode Penulisan Prosedur 

 Penulisan prosedur perlu diketahui guna mencari cara yang efektif 

dan efisien bagi setiap kantor dalam membuat pedoman kerja. 

Bagaimana cara atau metode yang dapat digunakan untuk menulis 

prosedur. Cara/prosedur yang dimaksud adalah: 

a. Deskriptif 

Deskriptif adalah cara yang paling sederhana sehingga prosedur 

yang dituliskan juga merupakan prosedur yang sederhana dan tidak 

memerlukan simbol-simbol khusus. Kontrak kerja sama dengan 

supplier umumnya menggunakan prosedur diskriptif. 

b. Chart 

Jika perusahaan semakin berkembang, maka struktur organisasi 

perusahaan dan prosedur kerja akan semakin rumit dan kompleks. 

Dengan demikian, struktur organisasi perusahaan dan prosedur kerja 
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akan lebih sulit dimengerti oleh para pelaksana jika semua 

prosedurnya dibuat dalam bentuk tertulis. Prosedur kerja dalam 

bentuk gambar atau simbol dibuat dengan tujuan agar terlihat lebih 

sederhana bagi pelaksana prosedur kerja sehingga lebih mudah 

untuk dipahami dan diterapkan kedalam pekerjaan. Informasi yang 

ada hendaknya disajikan secara visual agar mempermudah analisis 

terhadap prosedur atau metode kerja atau mempermudah 

komunikasi. Untuk keperluan tersebut, maka disusun berbagai 

simbol (kode) bagi setiap pekerjaan yang dinilai penting. Simbol 

dapat membuat gambar-gambar visual yang melukiskan intruksi-

intruksi, macam kegiatan, perpindahan satu kegiatan ke kegiatan 

yang lain dan sebaliknya menjadi tampak jelas hubungan dengan 

kaitan atau ketergantungan dari satu kegiatan terhadap kegiatan 

yang lain. 

Menurut Winardi (1990) “Diagram dapat meminimalisirkan 

tahap-tahap prosedur tertulis dan digantikan dengan simbol atau 

kode yang menunjukkan seluruh aksi dalam bentuk yang lebih 

singkat/sederhana”. Diagram merupakan alat yang baik untuk 

digunakan dalam bentuk visual display yang mengungkapkan 

sejarah prosedur yang bersangkutan dalam sebuah pekerja. Chart 

dapat berarti peta, diagram, table atau gambar. Penulis prosedur 

dengan chart adalah sebagai berikut: 
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1) Gambaran/skema 

 Gambar/skema biasanya digunakan pada perusahaan 

assembling. Pembuat knock down, furniture, gelender, kereta 

dorong bayi dan lain sebagainya, harus membut gambar-gambar 

mengenai tahapan cara memakai dan melepaskan alat tersebut 

sebagai panduan bagi konsumen yang membeli. 

2) Arus  pergerakan dokumen (document flow chart) 

 Didalam dokumen flow chart data diketahui 

bagian/dapartemen/devisi terhadap arus pergerakan dokumen 

dari star sampai finish, selain itu untuk mengetahui apa dan 

berapa rangkap/tembusan yang diperlukan dalam tiap arus 

pergerakan dokumen. Dalam kata lain, dokumen flow chart 

menunjukkan perpindahan folmulir kantor beserta salinan 

dokumen tersebut dari satu bagian ke bagian lain. 

3) Proses kegiatan (process chart) 

 Proses kegiatan perusahaan melewati satu atau beberapa 

bagian/departemen yang sama. Jadi yang menjadi perhatian 

penting bukan dokumen dan bagian/departemen, melainkan 

proses pelaksanaan suatu prosedur kerja. Hanya saja dalam 

proses kerja ini belum jelas siapa penanggung jawab untuk 

setiap didalam suatu prosedur dari awal sampai akhir. Menurut 

Winardi (1990:233) “Proses chart merupakan salah satu alat 

yang berguna untuk melakukan penyederhanaan kerja. 
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Tindakan-tindakan ditunjukkan oleh simbol-simbol yang diatur 

secara vertikal dengan urutan kronologis dimana tindakan 

terakhir dicantumkan pada bagian bawah gambar”. 

 

B. Pelayanan 

1. Pengertian Pelayanan 

Secara etimologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dahlan, dkk., 

1995:646) menyatakan pelayanan ialah “usaha melayani kebutuhan 

orang lain”. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan 

kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak 

berwujud dan tidak dapat dimiliki. Sejalan dengan hal tersebut, Norman 

(1991) menyatakan karakteristik pelayanan sebagai berikut: 

a. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan 

sifatnya dengan barang jadi. 

b. Pelayanan pada kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan 

merupakan pengaruh yag bersifat tindakan sosial. 

c. Kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat 

dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya terjadi dalam 

waktu dan tempat bersamaan.  

 Karakteristik tersebut dapat menjadi dasar pemberian pelayanan 

terbaik. Pengertian lebih luas disampaikan Daviddow dan Uttal (Sutopo 

dan Suryanto, 2003:9) bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja yang 

mempertinggi kepuasan pelanggan. 
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Pelayanan publik yang dimaksud dalam keptusan Menpan Nomor 

63 Tahun 2003 (Menpan, 2003:2) adalah “Segala kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh penyelengaraan pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sejalan dengan Rancangan 

Undang Undang pelayanan publik (Republik Indonesia, 2007:2) 

memaknai bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk 

atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang 

disediakan oleh penyelengara pelayanan publik”.  

Ada tiga fungsi pelayanan umum (publik) yang dilakukan 

pemerintah yaitu environmental service, development service dan 

protective service. Pelayanan oleh pemerintah juga dibedakan 

berdasarkan siapa yang menikmati atau menerima dampak layanan baik 

individu maupun kelompok. Konsep barang layanan pada dasarnya 

terdiri dari barang layanan privat (private goods) dan barang layanan 

kolektif (public goods). 
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2. Pelayanan Prima 

Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah “excellent service” 

yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut 

sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang 

berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Hakekat pelayanan 

publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang 

merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi 

masyarakat. Agenda prilaku pelayanan sektor publik (SESPANAS 

LAN dalam Nurhasyim, 2004:16) menyatakan bahwa pelayanan prima 

adalah : 

a. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau 

pengguna jasa.  

b. Pelayanan prima ada bila ada standar pelayanan.  

c. Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar. 

Sedangkan yang belum ada standar pelayanan yang terbaik dapat 

diberikan pelayanan yang mendekati apa yang dianggap pelayanan 

standard dan pelayanan yang dilakukan secara maksimal. 

d. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas: masyarakat eksternal 

dan internal. 

Sejalan dengan hal itu pelayanan prima juga diharapkan dapat 

memotivasi pemberi layanan lain melakukan tugasnya dengan 

kompeten dan rajin. Pelayanan umum dapat diartikan memproses 

pelayanan kepada masyarakat/customer, baik berupa barang atau jasa 
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melalui tahapan, prosedur, persyaratan-persyaratan, waktu dan 

pembiayaan yang dilakukan secara transparan untuk mencapai 

kepuasan sebagai visi yang telah ditetapkan dalam organisasi.  

Pelayanan prima sebagaimana tuntunan pelayanan yang 

memuaskan pelanggan/masyarakat memerlukan persyaratan bahwa 

setiap pemberi pelayanan yang memiliki kualitas kompetensi yang 

professional, dengan demikian kualitas kompetensi profesionalisme 

menjadi sesuatu aspek penting dan wajar dalam setiap transaksi. 

 

3. Tujuan Pelayanan 

Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat 

memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta 

memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan prima 

dalam sektor publik didasarkan pada aksioma bahwa “pelayanan adalah 

pemberdayaan”. Pelayanan pada sektor bisnis berorientasi profit, 

sedangkan pelayanan prima pada sektor publik bertujuan memenuhi 

kebutuhan masyarakat secara sangat baik atau terbaik. 

Perbaikan pelayanan sektor publik merupakan kebutuhan yang 

mendesak sebagai kunci keberhasilan reformasi administrasi Negara. 

Pelayanan prima bertujuan memberdayakan masyarakat, bukan 

memperdayakan atau membebani, sehingga akan meningkatkan 

kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan adalah modal bagi 

kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. 
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4. Manfaat Pelayanan 

Pelayanan prima akan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan dan 

sebagai acuan pengembangan penyusunan standar pelayanan. Penyedia 

layanan pelanggan atau stakeholder dalam kegiatan pelayanan akan 

memiliki acuan tentang bentuk, alasan, waktu, tempat dan proses 

pelayanan yang seharusnya. 

 

5. Proses Pelayanan 

Pelayanan merupakan suatu proses. Proses tersebut menghasilkan 

suatu produk yang berupa pelayanan kemudian diberikan kepada 

pelanggan. Pelayanan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok 

(Gonroos salam Sutopo dan Suryanto, 2003): 

a. Core service 

Core service adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan 

sebagai produk utamanya. Misalnya untuk hotel berupa penyediaan 

kamar. Perusahaaan dapat memiliki beberapa core service, misalnya 

perusahaan penerbangan menawarkan penerbangan dalam negeri dan 

luar negeri. 

b. Facilitating service 

Facilitating service adalah fasilitas pelayanan tambahan kepada 

pelanggan. Misalnya pelayanan “check in” dalam penerbangan. 

Facilitating service merupakan pelayanan tambahan yng wajib. 
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c. Supporting service 

Supporting service adalah pelayanan tambahan untuk meningkatkan 

nilai pelayanan atau membedakan dengan pelayanan pesaing. 

Misalnya restoran di suatu hotel. 

 Janji pelayanan (service offering) merupakan suatu proses yaitu 

interaksi antara pembeli (pelanggan) dan penjual (penyedia layanan). 

Pelayanan meliputi berbagai bentuk. Pelayanan perlu ditawarkan agar 

dikenal dan menarik perhatian pelanggan. Pelayanan yang ditawarkan 

merupakan “janji” dari pemberi layanan kepada pelanggan yang wajib 

diketahui agar pelanggan puas. 

 

6. Standar Pelayanan 

Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan 

sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Standar pelayanan 

mengandung baku mutu pelayanan. Pengertian mutu menurut Goetsch 

dan Davis (Sutopo dan Suryanto, 2003) merupakan kondisi dinamis 

yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang 

menginginkannya. 

Dalam teori pelayanan publik, pelayanan prima dapat diwujudkan 

jika ada standar pelayanan minimal (SPM). SPM adalah tolak ukur 

yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan 

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari 



21 
 

 

penyelenggara Negara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan 

yang berkualitas. 

Dalam Rancangan Undang Undang Pelayanan Publik (Republik 

Indonesia, 2007) standar pelayanan ini setidak-tidaknya berisi tentang: 

dasar hukum, persyaratan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, 

biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi 

petugas pemberi pelayanan, pengawasan intern, penanganan 

pengaduan, saran dan masukan dan jaminan pelayanan. 

Jika suatu instansi belum memiliki standar pelayanan, maka 

pelayanan disebut prima jika mampu memuaskan pelanggan atau sesuai 

harapan pelanggan. Instansi yang belum memiliki standar pelayanan 

perlu menyusun standar pelayanan sesuai tugas dan fungsinya agar 

tingkat keprimaan pelayanan dapat diukur. Kepuasan masyarakat ini 

merupakan salah satu ukuran berkualitas atau tidaknya pelayanan 

publik yang diberikan oleh aparat birokrasi pemerintah. Berdasarkan 

pada SPM ini, seharusnya pelayanan public yang diberikan (pelayanan 

prima) oleh birokrasi pemerintah memiliki ciri sebagaimana 

dirumuskan dalam kebijakan strategi melalui Keputusan Mentri 

Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 

(Menpan., 2003:2) tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan 

Publik yang meliputi: kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian Waktu 

Akurasi, Keamanan, Tanggung Jawab, Kelengkapan sarana dan 

Prasarana, Kemudahan Akses, Kedisiplinan, Kesopanan dan 
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Keramahan serta Kenyamanan. Inilah potret pelayanan publik dambaan 

setiap warga masyarakat Indonesia setelah munculnya gerakan 

reformasi 1998. 

 

C. Surat Keterangan Asal (SKA) 

1. Pengertian Surat Keterangan Asal 

Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of 

Origin (COO) adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana 

dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang/komoditas yang 

diekspor adalah berasal dari daerah/negara pengekspor. Mendasari hal 

ini adalah kesepakatan bilateral, regional, multilateral, unilateral atau 

karena ketentuan sepihak dari suatu negara pengimpor/tujuan, yang 

mewajibkan SKA/COO ini disertakan pada barang ekspor Indonesia. 

COO/SKA ini yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, 

dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. 

 

2. Manfaat Surat Keterangan Asal 

Adapun manfaat Surat Keterangan Asal adalah : 

a. Untuk Mendapatkan Preferensi (pengurangan tarif bea masuk di 

negara tujuan. 

b. Sebagai tiket masuk komoditi Indonesia ke beberapa negara (Timur 

Tengah). 
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c. Untuk menetapkan Negara asal barang (Country of Origin) suatu 

barang ekspor. 

d. Untuk memenuhi persyaratan pencairan L/C (Letter of Credit) 

terhadap pembiayaan ekspor yang menggunakan L/C. 

e. Pelacakan tuduhan dumping. 

f. Sebagai data Statistik. 

 

3. Jenis-jenis Surat keterangan Asal 

       Jenis-jenis Surat Keterangan Asal antara lain: 

a. SKA PREFERENSI 

Adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai persyaratan 

dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor 

tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau 

sebagian bea masuk yang diberikan oleh suatu negara/kelompok 

negara tertentu. SKA Preferensi terdiri dari 12 jenis yaitu : 

1) SKA Form A (untuk Negara tujuan EROPA) 

2) SKA Form D (untuk Negara tujuan ASEAN) 

3) SKA Form E (untuk Negara tujua CHINA) 

4) SKA Form AK (untuk Negara Tujuan KOREA SELATAN) 

5) SKA Form IJEPA (untuk Negara tujuan JEPANG) 

6) SKA Form GSTP (SKA Preferensi untuk sesama Negara 

berkembang di 45 Negara) 
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7) SKA Form AANZ (untuk Negara tujuan ASEAN, 

AUSTRALIA dan NEW ZELAND) 

8) SKA Form AI (untuk Negara tujuan INDIA) 

9) SKA Form COA (SKA Preferensi untuk tembakau di 4 

IPSKA) 

10) Form IP (untuk Negara tujuan PAKISTAN) 

11) Form ICC (SKA kerajinan tangan untuk tujuan ke Negara 

AUSTRALIA) 

12) Form HANDICRAFT (SKA kerajinan tangan untuk tujuan ke 

Negara UNI EROPA) 

b. SKA NON PREFERENSI 

Adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen 

pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang yang 

disertakan pada barang ekspor untuk dapat memasuki suatu 

wilayah negara tertentu. SKA Non Preferensi terdiri dari 4 jenis 

yaitu : 

1) SKA Form B (Non Preferensi) 

2) SKA Form TP (untuk produk tekstil) 

3) SKA Form ICO (SKA Non Preferensi Ekspor) 

4) SKA Form Annex 3 (SKA untuk Negara tujuan Meksiko) 
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4. Formulir SKA 

   Merupakan formulir yang berisi daftar isian SKA yang telah 

ditetapkan baik dalam bentuk, ukran kertas, warna kertas dan ketentuan 

lainnya yang telah ditetapkan dalam perjanjian dengan Negara atau 

kelompok Negara lain. Biasanya folmulir ini telah dicetak dan tersedia 

disetiap Instansi Penerbit SKA. Instansi penerbit Surat Keterangan Asal 

(IPSKA), merupakan lembaga atau Instansi yang berwenang untuk 

menerbitkan SKA yang telah di sepakati oleh Negara-negara yang telah 

membuat perjanjian. Khusus di Indonesia, IPSKA ditetapkan oleh 

Direktorat Jenderl Perdagangan Luar Negri, Kementrian Perdaganagan. 

Ketentuan asal barang merupakan suatu ketentuan administrasi yang 

ditetapkan oleh suatu Negara untuk menentukan bahwa produk yang 

diekspor benar-benar dari Negara asalnya atau Negara tertentu. cara 

perolehan produknya bisa berupa seluruhnya berasal dari Negara 

pengekspor (wholly obtained goods) dan atau produk telah mengalami 

perubahan produk yang mendasar (substantial transformation). 

Didalam folmulir SKA juga berisikan sebagai berikut: 

a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 

Merupakan dokumen kepabeanan yang digunakan untuk 

memberitahukan adanya kegiatan ekspor barang ke Negara tertentu 

atau dengan kata lain dokumen yang digunakan untuk pencatatan 

kegiatan ekspor barang. 
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b. Bill of Ladding (B/L) dan Air Way Bill (AWB) 

Merupakan dokumen bukti tanda terima barang dan atau 

kepemilikan barang dan sebagai bukti adanya perjanjian 

pengangkutan barang yang dikeluarkan oleh maskapai pelayaran (B-

L) atau penerbangan (AWB). 

c. Invoice 

Merupakan dokumen yang di buat oleh eksportir mengenai jenis, 

spesifikasi barang, jumlah dan harga barang yang di ekspor (Faktur 

Perdagangan). 

d. Salaes Contract (Kontrak Jual Beli) 

Merupakan dokumen bukti kesepakatan eksportir dan importir 

mengenai perjanjian jual beli dan syarat yang telah disepakati dan 

bersifat mengikat kedua belah pihak. 

 

5. Dasar Hukum Penerbitan SKA 

 Dasar hukum penerbitan Surat Keterangan Asal adalah sebagai 

berikut: 

a. INTERNASIONAL : Bilateral, Multirateral, Regional atau 

Unilateral 

b. NASIONAL : 

1) Keputusan Presiden RI No. 58 Tahun 1971 tentang Penetapan 

Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal 
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2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 32/M-DAG/PER/5/2015 

tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal 

3) Keputusan Menteri Perdagangan No. 727/M-DAG/KEP/6/2015 

tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal 

4) Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/3/2015 

tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan 

Asal Untuk Barang Asal Indonesia 

5) Peraturan Menteri Perdagangan No. 77/M-DAG/PER/10/2014 

tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of 

Indonesia) 

6) Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2009 

tentang Tarif Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang 

Ekspor Indonesia 

7) Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 

02/DAGLU/PER/6/2015 tentang Bentuk dan Tata Cara 

Pengisian Formulir Surat Keterangan Asal (SKA) Untuk Barang 

Asal Indonesia. 

 Lampiran SKA dapat dilihat dilampiran 2  

 

D. Sistem E-SKA 

1. Pengertian Sistem E-SKA 

Sistem e-SKA merupakan sistem penerbitan Surat Keterangan Asal 

(SKA) secara elektronik yang dibangun oleh Kementerian Perdagangan 
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untuk seluruh Instansi Penerbit SKA (IPSKA).  Sistem e-SKA 

menggunakan sistem terpusat berbasiskan web (web based) untuk 

menghubungkan seluruh IPSKA dengan Eksportir dan Kementerian 

Perdagangan. Sistem e-SKA juga akan mengirimkan data SKA untuk 

dipertukarkan secara internasional, yang pada saat ini digunakan untuk 

Indonesia National Single Window (INSW) dan ASEAN Single 

Window (ASW). Sistem e-SKA merupakan penyempurnaan dari sistem 

penerbitan SKA secara elektronik yang sudah ada.  

 

2. Manfaat Sistem E-SKA 

Manfaat penggunaan sistem e-SKA antara lain: 

a. Tersedianya media elektronik yang menghubungkan stakeholder 

penerbitan SKA (Eksportir, IPSKA, Kementerian Perdagangan). 

b. Membantu mempercepat proses penerbitan SKA. 

c. Mempermudah proses perawatan sistem (maintenance). 

d. Tersimpannya data penerbitan SKA milik perusahaan. 

e. Tersimpannya data penerbitan SKA tiap IPSKA. 

f. Tersedianya fasilitas pelaporan untuk pengawasan di masing-masing 

IPSKA. 

 

3. Tahapan Proses Pada Sistem 

Secara garis besar, tahapan proses pada sistem e-SKA yang dapat 

dilakukan oleh eksportir/pengusaha sebagai berikut:  
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a. Registrasi 

Proses ini mencakup registrasi secara online oleh eksportir atau 

pengusaha, verifikasi dokumen registrasi, dan approval data 

(penjelasan lebih detail dapat dilihat pada Alur Registrasi). 

b. Pengajuan Permohonan SKA 

Proses ini mencakup tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat 

permohonan SKA (penjelasan lebih detail dapat dilihat pada Alur 

Pengajuan Permohonan SKA). 

 

4. Tipe Penggunaan 

Tipe pengguna sistem e-SKA terdiri dari: 

a. Master User  

Pengguna yang didaftarkan saat perusahaan eksportir pertama kali 

melakukan registrasi ke sistem e-SKA akan secara otomatis menjadi 

Master User diperusahaan eksportir tersebut. Pengguna ini dapat 

melakukan proses pengajuan permohonan SKA, ubah password, 

update profil, dan manajemen data user.  

b. User 

Pengguna ini hanya dapat melakukan pengajuan permohonan SKA 

dan ubah password. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Peneliian 

Lokasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Kantor 

Pemerintahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY, pada 

Bagian Fasilitasi Ekspor dan Impor. Jalan Kusumanegara No 9, Muja Muju, 

Umbulharjo, Semaki, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

B. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode, 

yaitu: 

1. Metode Wawancara 

Menurut Sugiyono (2008), menyatakan bahwa wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam.  

Dengan mewawancarai pegawai dan karyawan bagian fasilitasi 

ekspor dan impor. Mengumpulkan data secara langsung dengan cara 

bertanya secara lisan. 

 



31 
 

 

2. Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006), menyatakan bahwa dokumentasi dari asal 

katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam 

melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan 

sebagainya. 

Berdasarkan data-data dan hasil dokumentasi yang diperoleh penulis 

dari kegiatan selama penelitian sehingga data tersebut dapat digunakan 

sebagai bukti terlampir. Hasil dokumentasi tersebut berupa berkas 

(dokumen). 

3. Metode Observasi 

Observasi dilakukan untuk menambah dan melengkapi data dari 

pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik ini 

dilakukan untuk melihat atau mengamati secara langsung pelaksanaan 

prosedur pelayanan penerbitan surat keterangan asal (SKA) pada bagian 

fasilitasi ekspor dan impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Observasi digunakan untuk memeperoleh 

informasi tentang kegiatan yang berkaitan dengan sistem pelayanan yang 

terjadi dalam kenyataan yaitu: lingkungan kerja penerbitan SKA, 

ketrampilan pekerjaan penerbit SKA,  serta fasilitas yang digunakan 

dalam sistem penerbitan SKA. 
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C. Jenis Data 

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2008), mengemukakan definisi bahwa 

“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data”. Pengumpulan data pimer dalam penelitian ini 

melalui cara menyebarkan melakukan wawancara secara langsung 

dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan, dalam penelitian ini pihak-pihaknya adalah pegawai Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Yogyakarta bidang Fasilitasi ekspor dan 

impor. 

2. Data Skunder 

Menurut Sugiyono (2008), mengemukakan definisi bahwa 

“Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara 

membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang 

bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen perusahaan”. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitin ini adalah internet dan buku-

buku. 

 

D. Analisis Data 

Untuk memperoleh kejelasan, kelengkapan dan kemudahan dalam 

menganalisa permasalahan digunakan metode analisis, yaitu metode 

deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk 

menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat riset 
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dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Dengan 

metode ini penulis akan memberikan gambaran tentang prosedur pelayanan 

penerbitan Surat Keterangan Asal pada instansi penerbit Surat Keterangan 

Asal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yogyakarta 

1. Profil Singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Nama    :   Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY 

 Alamat  :   Jalan Kusumanegara No 9, Muja Muju, Umbulharjo, Semaki, 

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 

Telepon :  (0274)523830 

Website :  disperindag.jogjaprov.go.id 

 

2. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Yogyakarta 

 Dalam menjalankan tugasnya Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi DIY memiliki visi dan misi. Berikut adalah visi 

dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY: 

a. Visi 

          Terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia Jogja. 

b. Misi 

         Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. 
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3. Sejarah Berdirinya Dinas Perindustrian dan Perdaganagan 

Provinsi DIY 

  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Yogyakarta pada 

awalnya dibentuk dengan nama Caraultalis Burcam Vaunhijeun, pada 

tahun 1920. Setelah itu oleh Jepang diganti dengan nama Kantor 

Kerajinan pada tahun 1922. Barulah bulan September 1994 oleh Jepang 

Kantor Kerajinan diserahkan pada pemerintah kesultanan di kantor 

Lepas Pamirdyan Ekonomi semula tetap dengan nama Kantor Kerajinan 

atau Lapas Pakaryan Ekonomi. Pada Agustus 1945 berdirilah 

pemerintahan Republik Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1994 pasal 2, pemerintahan kesultanan mengatur 

rumah tangga sendiri. Nama Lapas Pamirdyan Ekonomi dirubah 

menjadi Jawatan Perekonomian dan Kantor kerajinan menjadi 

bagiannya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 bab  II pasal 

4 disebutkan bahwa, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

mengurusi urusan kerajinan dalam negeri, perindustrian, dan koperasi.  

Maka Surat Keputusan Jawatan Perekonomian Daerah Istimewa 

Yogyakarta diganti dengan nama Jawatan Dalam Perindustrian dan 

Koperasi. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah nomor 1 tahun 

1950. Jawatan Kerajinan Dalam Perindustrian dan Koperasi berganti 

nama menjadi Dinas Perindustrian Perekonomian Daerah Istimewa 

Yogyakarta dengan 3 bagian yaitu: bagian umum, bagian perindustrian 

dan bagian perdagangan dalam negeri. Setelah itu di dalam Peraturan 
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Pemerintah Nomor 12 Tahun 1959 pasal 8 sebagai Nomor 

A3579/M/SK/1959 merupakan bagian dari Dinas Perindustrian Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14/K/1960 pada 14 Maret 1960 

terbentuklah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah (UKM) Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Bertempat di Jalan Janti Gedong Kuning Yogyakarta. Kemudian 

pada 14 Januari 2009 pindah di Jalan Kusumanegara No 9 Yogyakarta. 

Pada peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah 

menetapkan pemisahan. yang semula Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi dua 

lembaga yang terpisah. yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

serta Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Ketetapan ini 

berlaku mulai 1 Januari 2016. 

 

4. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

DIY 

         Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Yogyakarta ditunjukkan dalam gambar berikut: 
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 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY 

tediri dari : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat 

1) Sub Bagian Umum 

2) Sub Bagian Keuangan 

3) Sub Bagian Program dan Informasi 

c. Bidang Industri Logam Sandang dan Aneka : 

1) Seksi Industri Aneka 

2) Seksi Industri Logam dan Elektronika 

3) Seksi Industri Sandang dan Kulit 

d. Bidang Industri Argo dan Kimia : 

1) Seksi Industri Kimia 

2) Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

3) Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau 

e. Bidang Perdagangan Luar Negeri : 

1) Seksi Kerjasama Perdaganan Luar Negri 

2) Seksi Fasilitas Ekspor dan Impor 

3) Seksi Pengembangan Ekspor 

f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri : 

1) Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan 

2) Seksi Pengadaan dan Penyebaran 

3) Seksi Pengawasan Perdagangan 
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g. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna : 

1) Subbagian Tata Usaha 

2) Seksi Rekayasa Produk 

3) Seksi Penyuluhan dan Pemasaran 

h. Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Intelektual : 

1) Subbagian Tata Usaha 

2) Seksi Penyiapan Informasi 

3) Seksi Pelayanan HKJ 

i. Balai Metrologi : 

1) Subbagian Tata Usaha 

2) Seksi Tekhnik Kemetrologian 

3) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan 

 

5. Tugas Masing-masing Bidang di Dins Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Yogyakarta 

a. Kepala Dinas 

Bertugas untuk : 

1) Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang 

Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan arahan pimpinan dan 

peraturan perundangan yang berlaku sebagai langkah strategis 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
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2) Menyusun rencana strategis bidang Perindustrian dan 

Perdagangan berdasarkan RPJMD dan kebijakan Kepala Daerah 

untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 

b. Sekretariat 

1) Sub Bagian Umum 

Bertugas untuk : 

a) Mengurus tentang kepegawaian, kerumahtanggan, pengelolaan 

barang, kepustakaan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas 

b) Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan dan 

prosedur agar produktivitas kerja bawahan optimal 

4) Sub Bagian Keuangan 

Bertugaas untuk : 

a) Membimbing pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan 

sesuai petunjuk pimpinan dan prosedur yang berlaku agar 

rencana kegiatan berjalan efektif dan efisien 

b) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 

Sub Bagian Keuangan 

5) Sub Bagian Program dan Informasi 

Bertugas Untuk : 

a) Pembuatan data, pengembangan system informasi dan 

pelayanan informasi bidang perindustrian dan perdagangan 
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b) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program 

kepada pimpinan secara berkala sebagai bahan masukan bagi 

pimpinan dalam pengambilan keputusan 

c. Bidang Industri Logam Sandang dan Aneka : 

a) Seksi Industri Aneka 

Bertugas Untuk : 

a) Menyiapkan/memfasilitasi bahan Seksi Aneka serta 

menyusun laporan Pelaksanaan Bidang Aneka 

b) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai prosedur 

dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan 

bahan evaluasi bagi pimpinan 

b) Seksi Industri Logam dan Elektronika 

Bertugas Untuk : 

a) Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk terkait Seksi 

     Industri Logam dan Elektronika sesuai dengan prosedur dan      

ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian 

b) Mengelompokkan surat atau dokumen Seksi Industri Logam 

dan Elektronika menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan 

pendistribusian 

c) Seksi Industri Sandang dan Kulit 

Bertugas Untuk : 

a) Mengelola data Seksi Industri Sandang dan Kulit 
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b) Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi Instansi 

d. Bidang Industri Agro dan Kimia : 

1) Seksi Industri Kimia 

Bertugas Untuk : 

a) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Industri Kimia 

kepada pimpinan secara berkala sebagai bahan masukan bagi 

pimpinan dalam pengambilan keputusan 

b) Monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi dengan menelaah 

laporan pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh informasi 

tentang permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan 

kegiatan 

2) Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

Bertugas Untuk : 

a) Fasilitasi dan koordinasi kelembagaan, infrastruktur, akses 

bahan baku, pengembangan klaster dan sentra, dan teknologi 

pendukung pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan 

b) Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan kepada atasan sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan evaluasi bagi 

pimpinan 

c) Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau 

Bertugas Untuk : 
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a) Penyusunan program kerja Seksi Industri makanan, minuman 

dan tembakau 

b) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai prosedur 

dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan 

bahan evaluasi bagi pimpinan 

e. Bidang Perdagangan Luar Negeri : 

1) Seksi Kerjasama Perdaganan Luar Negri 

Bertugas Untuk : 

a) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama 

Luar Negeri kepada pimpinan secara berkala sebagai bahan 

masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan 

b) Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

instansi 

2) Seksi Fasilitas Ekspor dan Impor 

Bertugas Untuk : 

a) Menyiapkan/memfasilitasi bahan Bidang Perdagangan Luar 

Negeri serta menyusun laporan Pelaksanaan Bidang 

Perdagangan Luar Negeri 

b) Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Ekspor dan 

Impor kepada atasan sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan evaluasi bagi 

pimpinan 
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3) Seksi Pengembangan Ekspor 

Bertugas Untuk : 

a) Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data 

Analisis Pasar Luar Negeri sesuai spesifikasi dan prosedur 

untuk memudahkan apabila diperlukan 

b) Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-

hal yang terkait dengan Pengembangan Ekspor sesuai prosedur 

dalam rangka penyusunan Penyuluhan Rencana Analisis Pasar 

Luar Negeri 

f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri : 

1) Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan 

Bertugas Untuk : 

a) Penyusunan program kerja Seksi  Sarana dan Usaha 

Perdagangan 

b)  Pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan pengelolaan data 

pertumbuhan dan pengembangan sarana penunjang/jasa 

perdaganganserta usaha perdagangan 

2) Seksi Pengadaan dan Penyebaran 

Bertugas Untuk : 

a) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengadaan 

dan Penyebaran  kepada pimpinan secara berkala sebagai 

bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan 
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b) Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

instansi 

3) Seksi Pengawasan Perdagangan 

Bertugas Untuk : 

a. Mengawasi Barang Beredar dan Jasa  sesuai prosedur dalam 

rangka tercapainya sasaran yang diharapkan 

b) Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang 

timbul dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai 

prosedur agar tercapai sasaran yang diharapkan 

g. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna : 

1) Sub Bagian Tata Usaha 

Bertugas Untuk : 

a) Pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan 

sistem informasi 

b) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Sub 

Bagian Tata Usaha  

2) Seksi Rekayasa Produk 

Bertugas Untuk : 

a) Pelaksanaan inventarisasi hasil penelitian dan rekayasa 

teknologi tepat guna 

b) Pelaksanaan pemasyarakatan alat teknologi tepat guna, jasa 

layanan perbengkelan, logam, dan kayu 
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3) Seksi Penyuluhan dan Pemasaran 

Bertugas Untuk : 

a) Pelayanan konsultasi teknis penggunan alat teknologi tepat 

guna 

b) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan 

kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pemasaran 

h. Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Intelektual : 

1) Sub Bagian Tata Usaha 

Bertugas Untuk : 

a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha dan 

penyusunan program kerja Balai Pelayanan Bisnis dan 

Pengelolaan Intelektual 

b) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Sub 

Bagian Tata Usaha  

2) Seksi Penyiapan Informasi 

Bertugas Untuk : 

a) Penyusunan rencana kerja Seksi Penyiapan Informasi  Balai 

Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Intelektual 

b) Pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan 

sistem informasi 

3) Seksi Pelayanan HKJ 

Bertugas Untuk : 

a) Penyusunan program kerja Seksi  Pelayanan HKJ 
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b) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi 

Pelayanan HKJ 

i. Balai Metrologi : 

1) Subbagian Tata Usaha 

Bertugas Untuk : 

a) Pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan 

sistem informasi 

b) Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Tata Usaha  kepada 

atasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 

pertanggungjawaban dan bahan evaluasi bagi pimpinan 

2) Seksi Tekhnik Kemetrologian 

Bertugas Untuk : 

a) Penyusunan program kerja Seksi  Tekhnik Kemetrologian 

b) Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

instansi 

3) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan 

Bertugas Untuk : 

a) Penyusunan program kerja Seksi  Penawasan dan Penyuluhan 

b) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan 

dan Penyuluhan  kepada pimpinan secara berkala sebagai 

bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan 
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B. Pembahasan 

Berikut ini adalah penjabaran dari data yang diperoleh penulis setelah 

melakukan penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY 

pada Bidang Fasilitasi Ekspor dan Impor. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY adalah salah satu 

kator pemeritahan yang berada di Yogyakarta, oleh karena itu semua 

keputusan dan kebijakan yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi DIY bersumber dari (SK) Gubernur dan Negara (pemerintah), 

Termasuk dalam urusan pelayanan Surat Keterangan Asal. 

1. Prosedur Pengajuan Surat Keterangan Asal di Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Provinsi DIY  

Dalam Pengajuan SKA di Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi DIY harus melewati beberapa langkah. Langkah-langkah 

untuk melakukan proses registrasi melalui sistem e-SKA adalah sebagai 

berikut: 

a. Langkah Pertama melakukan Registrasi SKA 

Registrasi SKA disini menggunakan sistem e-SKA yang bisa diakses 

secara online pada halaman website sistem e-SKA http://e-

ska.kemendag.go.id/. Langkah-langkah untuk melakukan proses 

registrasi sebagai berikut : 

1) Buka halaman website sistem e-SKA  http://e-

ska.kemendag.go.id/, kemudian klik Pendaftaran Eksportir 

http://e-ska.kemendag.go.id/
http://e-ska.kemendag.go.id/
http://e-ska.kemendag.go.id/
http://e-ska.kemendag.go.id/
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Gambar 4.2 Sistem e-SKA 

 

2) Sistem e-SKA akan menampilkan form registrasi sebgai berikut :  

 
 

                          Gambar 4.3 Form Registrasi 
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                         Gambar 4.4 Profil Pengguna 

 

yang ditandai dengan (*) harus diisi. Data yang diisi terdiri dari 

data Profil Perusahaan dan Profil Pengguna: 

a) Profil Perusahaan 

1) Kolom Jenis Usaha dapat dipilih salah satu atau keduanya. 

2) Kolom Nama Penanggung Jawab diisi dengan nama 

pemimpin perusahaan yang tertera pada SIUP. 

3) Kolom Kantor Instansi Penerbitan Surat Keterangan Asal 

atau IPSKA diisi dengan kantor IPSKA yang dipilih oleh 

perusahaan untuk proses penerbitan SKA. 

b) Profil Pengguna  

1) Klik Cek User untuk memeriksa data Username (sudah 

terdapat pada database sistem e-SKA atau tidak). Jika data 

Username tidak terdapat pada database sistem e-SKA, maka 
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data Username tersebut dapat digunakan. Sebaliknya jika 

data Username sudah terdapat pada database sistem e-SKA, 

maka data Username tersebut tidak dapat digunakan. Ubah 

data Username jika hasil Cek User menyatakan bahwa data 

Username tersebut sudah terdapat pada database.   

2) Profil pengguna akan menjadi media komunikasi 

Kementerian Perdagangan dengan perusahaan, oleh sebab 

itu isilah alamat email dengan alamat email perusahaan 

yang valid.  

3) Setelah seluruh kolom diisi dengan benar, klik Register 

untuk menyimpan data registrasi, Proses registrasi selesai. 

Selanjutnya pengguna diwajibkan datang ke Kementerian 

Perdagangan atau IPSKA setempat untuk meminta 

pengaktifan account dengan membawa Dokumen Validasi.  

Dokumen Validasi: dokumen asli perusahaan yang akan 

diverifikasi oleh Kementerian Perdagangan atau IPSKA 

setempat (Contoh: NPWP, SIUP, TDP, Surat Kuasa). 

b. Langkah Kedua login ke sistem e-SKA 

Langkah-langkah untuk login ke sistem e-SKA sebagai berikut: 

1) Buka halaman website sistem e-SKA: http://e-

ska.kemendag.go.id/. 

http://e-ska.kemendag.go.id/
http://e-ska.kemendag.go.id/
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                              Gambar 4.5 Sistem e-SKA 

 

2) Pada  form  Login,  isi  data  Username  dan  Password,  

kemudian  isi  data   

3) Klik login, akan menampilkan halaman utama eksportir 

 
                             

 Gambar 4.6 Halaman Utama Eksportir 
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4) Klik pada jumlah pemohon, untuk menampilkan detail dari 

masing-masing data permohonan 

c. Langkah Ketiga mengisi form e-SKA 

Langkah-langakah untuk pengisian form SKA adalah sebagai  

berikut : 

1) Pilih menu Permohonan SKA, Pengisian Form SKA 

 

                                                    Gambar 4.7 Menu Permohonan SKA 

 

2) Sistem e-SKA akan menampilkan Daftar Permohonan SKA 

sebagai berikut : 

 

               Gambar 4.8 Daftar Permohonan SKA 
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3) Klik Buat Baru, untuk  membuat  data  permohonan  SKA  

yang  baru 

 

        Gambar 4.9 Data Permohonan SKA 

 

4) Pilih Tipe Form SKA sesuai dengan kebutuhan, kemudian 

klik Pilih 

5) Sistem e-SKA akan menampilkan Form Isian SKA. Form 

isian SKA berbeda untuk masing-masing tipe form 

 

    TIPE FORM SKA 

FORM ISIAN SKA 

(√ = ADA                                             – 

= TIDAK ADA) 

HEADER GOODS COST 

STRUC

TURE 

 UPLOAD 

PENDUK

UNG 

FORM A √ √ √ √ 
FORM B √ √ – √ 
FORM D √ √ √ √ 
FORM AK √ √ √ √ 
FORM E √ √ √ √ 
FORM AJ √ √ √ √ 
FORM IJEPA √ √ √ √ 
FORM GSTP √ √ √ √ 
FORM AANZ √ √ √ √ 
FORM AI √ √ √ √ 
FORM ICC √ √ – √ 
FORM ICO √ √ – √ 
FORM COA √ √ – √ 
FORM TP √ √ √ √ 
FORM ANEXO III √ √ √ √ 
FORM HANDICRAFT 
GOODS 

√ √ √ √ 

                                        Gambar 4.10 Form Isian SKA 
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6) Setelah form SKA terisi semua, lalu upload file pendukung 

data permohonan SKA. File yang dapat di-upload adalah 

file dalam format image file atau PDF file 

    Tahapan tersebut merupakan tahapan yang harus dilalui oleh para 

eksportir dalam melakukan pengajuan permohonan pembuatan SKA 

melalui sistem e-SKA di Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi DIY. Setelah semua tahapan tersebut dilalui maka petugas 

Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal atau IPSKA melakukan 

verifikasi dokumen validasi perusahaan terhadap data registrasi 

online. Jika verifikasi absah (data telah sesuai), petugas IPSKA 

melakukan approval terhadap data registrasi. Setelah data registrasi 

disetujui, eksportir/pengusaha dapat menggunakan sistem e-SKA. 

Setelah itu data yang telah disetujui akan diproses lebih lanjut oleh 

eksportir/pengusaha. Eksportir/pengusaha mencetak SKA dan Cost 

Structure yang telah disetujui, kemudian menandatangani SKA 

(ditandatangani oleh Kuasa Perusahaan). Eksportir/pengusaha 

kemudian mendatangi petugas IPSKA dengan membawa SKA yang 

telah ditandatangani disertai dengan dokumen pendukung dalam 

bentuk hard copy.  
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Flow Registrasi Sistem e-SKA 

Eksportir Loket Pejabat Aktivasi 

Mulai 

Mendatangi loket 

penerimaan 

Mengisi Form 

Registrasi via Web 

Mendata Dokumen 

Registrasi 

Menerima dan 

mencetak Notifikasi 

email Registrasi 

Mendistribusikan 

dokumen 

Registrasi 

Dokumen 

Registrasi 

Setuju? 

Melakukan 

pemeriksaan 

dokumen 

Setuju? 
Menerima 

Penjelasan 

Menerima 

Notifikasi email 

aktivasi 

Aktivasi Hak 

Akses 

Tidak 

Selesai Ya 

Ya 

Tidak 

  

Gambar 4.11 Flow Registrasi Sistem e-SKA 
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2. Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal di Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY 

Prosedur pelayanan Penerbitan SKA di Dinas Perindustrin dan 

Perdagangan Provinsi DIY dilakukan setelah eksportir telah selesai 

melakukan registrasi online melalui sistem e-SKA. Prosedur pelayanan 

penerbitan SKA di Dinas Perindustrian dan Perdaganagan Provinsi DIY 

adalah sebagai berikut: 

a. Petugas IPSKA menerima dokumen SKA beserta pendukungnya  

dari eksportir/pengusaha yang datang ke kantor IPSKA. Petugas 

IPSKA kemudian melakukan verifikasi terhadap dokumen asli/hard 

copy dengan data permohonan yang ada disistem e-SKA. 

b. Jika verifikasi absah (valid), petugas IPSKA akan memberikan 

approval terhadap permohonan pada sistem e-SKA. Dokumen SKA 

tersebut kemudian ditandatangani dan di beri stampel oleh pejabat 

IPSKA. 

c. Petugas IPSKA melakukan scan dan upload dokumen SKA yang 

telah disetujui. 

d. Petugas IPSKA menyerahkan dokumen SKA ke eksportir atau 

pengusaha. Proses penerbitan SKA telah selesai.  

Prosedur diatas merupakan prosedur pelayanan sampai penerbitan 

SKA yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi DIY dalam melayani Permohonan pembuatan SKA bagi para 

eksportir.  



58 
 

 

Flow Pembelian Form SKA 

Eksportir Loket 

Mendatangi loket  

pembelian form 

- Surat Permohonan 

- FC KTP 

- FV NPWP/PEB 

Mendata Form Pembelian 

Mendata Blangko SKA 

Setuju? 

Tidak 

Ya 

Menyerahkan Blangko SKA 

Mulai 

Selesai 

Gambar 4.12 Flow Pembelian Form SKA 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Prosedur 

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Di Dinas Perindustrian 

Dan Perdagangan Provinsi DIY adalah sebagai berikut: 

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY sebagai Instansi 

Penerbit Surat Keterangan Asal telah memenuhi prinsip-prinsip 

manajmen pelayanan dengan sistem terbuka. Dapat diketahui bahwa 

prosedur pelayanan dimulai dari verifikasi softcopy dokumen melalui 

sistem e-SKA, Verifikasi hardcopy oleh petugas pelayanan, 

pendatanganan dokumen, pemberian stempel instansi penerbit Surat 

Keterangan Asal oleh pejabat penerbit, dan kemudian penerbitan Surat 

Keterangan Asal  ke sistem e-SKA milik Kementerian Perdagangan 

Indonesia.  

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY guna meningkatkan 

pelayanan pada publik, aktif melakukan penyuluhan kepada eksportir 

terkait pembaharuan sistem e-SKA dan Prosedur untuk mendapatkan 

Surat Keterangan Asal yang merupakan dokumen penting bagi eksportir 

dalam melakukan kegiatan ekspor. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan 

penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY. Maka 

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :  

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY harus rutin 

melakukan perbaikan sistem internet yang mendukung penerbitan  

dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal. Karena seluruh kegiatan 

yang berhubungan dengan dokumen ekspor untuk penerbitan Surat 

Keterangan Asal bergantung pada jaringan intrnet maka pemeliharaan 

jaringan internet harus dilakukan secara berkala dan perbaikan sistem 

pada e-ska dilakukan secara berkala pula.  

2. Ketidak lengkapan dokumen yang sering terjadi sebaiknya ada 

pemberitahuan atau penyuluhan rutin bagi eksportir lama dan eksportir 

baru tentang kelengkapan dokumen apa saja yang harus disiapkan dan 

pengisian form-form dan dokumen pendukung lainya. Sehingga baik 

eksportir dan petugas pelayanan penerbit Surat Keterangan Asal dapat 

melaksanakan proses penerbitan Surat Keterangan Asal dengan lancar. 
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Lampiran I : Flow Pengajuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

Lampiran 2 : SKA Form B 

  



 

 
 

 


